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Tentang
PRODUK ASURANSI KESEHATAN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

RICTEVEUR PN
Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

Menimbang : a. bahwa produk asuransi keschatan sudah dijalankan, namun ketentuan
3 (dhawabith) dan batasan (hudud) produk asuransi kesehatan
berdasarkan prinsip syariah belum diatur dalam fatwa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam
huruf a, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang
Produk Asuransi Kesehatan Berdasarkan Prinsip Syariah untuk
dijadikan pedoman.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT:
a. Q.S. al-Ma’idah (5): 1:

- 25550 13851 13381 cadd AL
“Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu...”
b. Q.S. al-Isra’ (17): 34:

Y3k S8 Jall &) wiall 13835

“... Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan
dimintai pertanggungjawaban...”

c. Q.S. al-Bagarah (2): 283:
A 3y AT (bl g0 35ulE ang oSian bal O
“...Maka, jika sebagian kalian mempercayai sebagian yang lain,

hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”.

d. Q.S. an-Nisa’ (4): 29:
b2 Blas 5% O 9] Jlally (&6 1801541 1

Ky 13tat el G

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan
(mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa
perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian....”

(
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e. Q.S. al-Qashash (28): 26:
i fspl 252 a 02 55 & Bl el lablas) 216

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku!
Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena
sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk
bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat
dipercaya.’”

f. Q.S. Yusuf (12): 72:
e 4 Ul St Jas 425 (s ol £ 1320 2l 13015
Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja; dan

siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan
makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”

2. Hadis Nabi s.a.w.:
a. Hadis Nabi Riwayat Muslim dari An-Nu’man bin Basyirr.a.:

Ao S 3] atelt (o fgaboladh fagad 55 o313 3 Siabll (i
(G5 il aad A5l 4 B105 Sak

“Perumpamaan orang beriman dalam hal saling mencintai, saling
menyayangi (atas dasar keimanan) dan saling menolong bagaikan

tubuh (vang satu). Ketika salah satu anggota tubuh menderita sakit
maka bagian-bagian tubuh yang lain turut tidak bisa tidur dan

3

merasa panas.
b. Hadis riwayat Imam at-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Aufr.a.:
aldlz abs 851 51935 255 Lo ) Gnelidl 3 St Ll
Lha gal 5190 255 by ) adogias Jo
“Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk
mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh
yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram;
dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali

syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang
haram.”

¢. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar r.a.:
e Cams 51 (13 5531 581 ke
Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”

d. Hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah r.a. dan Abu
Sa’id al-Khudri r.a.:

FSES PV S EER AR

“Siapa saja yang mempekerjakan pekerja, beritahukanlah
upahnya.”

e. Hadis riwayat Imam al-Bukhari dari Abu Sa’id al-Khudri r.a.:

J
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e 503 s 15
Diriwayatkan dari Abu Sa’id Al-Khudri r.a, “Sekelompok sahabat
Nabi s.a.w. melintasi salah satu kampung orang Arab. Penduduk
kampung tersebut tidak menghidangkan makanan kepada mereka.
Ketika itu, kepala kampung disengat kalajengking. Mereka lalu
bertanya kepada para sahabat: 'Apakah kalian mempunyai obat,
atau adakah yang dapat me-rugyah (menjampi)?’ Para sahabat
menjawab: ‘Kalian tidak menjamu kami; kami tidak mau
mengobati kecuali kalian memberi imbalan kepada kami.’
Kemudian para penduduk berjanji akan memberikan sejumlah
ekor kambing. Seorang sahabat membacakan surat al-Fatihah dan
mengumpulkan ludah, lalu ia ludahkan ke kepala kampung
tersebut; ia pun sembuh. Kemudian mereka menyerahkan
beberapa ekor kambing. Para sahabat berkata, 'Kita tidak boleh
mengambil kambing ini sampai kita bertanya kepada Nabi s.a.w.
Beliau tertawa dan bersabda, ”Bagaimana kalian mengetahui

bahwa surat al-Fatihah adalah ruqyah? Ambillah kambing-
kambing tersebut dan berilah saya bagian.”

f. Hadis riwayat Imam al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas r.a.:
(31 3205 35 ¥ 5 G 1585) iy asle 4 i ot Up s J15
Iy Lise 40 380 115 (S0l 3o s ¥) A3Bla ol o3y EEB 15

“Rasulullah s.aw. bersabada: janganlah melakukan talaqi al-
rukban, (yaitu pihak yang mengetahui harga pasar [al-hadhir]
mencegat di tengah perjalanan [menuju pasar] untuk membeli
barang milik calon penjual yang berasal dari pedalaman [yang
tidak mengetahui harga yang berlaku di pasar pada saat itu atas
barang yang akan dijualnya]), dan jangan pula orang kota
(hadhir) melakukan penjualan kepada orang pedalaman (bad).
Rawi berkata: saya bertanya kepada Ibn Abbas, apa yang
dimaksud dengan ‘orang kota (al-hadhir) tidak melakukan
penjualan kepada orang pedalaman (bad)?’ Ibn Abbas menjawab:
‘orang kota tidak boleh menjadi simsar bagi orang pedalaman.

3. Kaidah fikih:
ey o 223 30 ATY Al el g

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia /{v



150 Produk Asuransi Kesehatan Berdasarkan Prinsip Syariah 4

Segala madharat (bahaya, kerugian) harus dihilangkan.
BT I8 g3 pal) Y

Segala madharat (bahaya, kerugian) harus dihindarkan sedapat
mungkin.

Memperhatikan : 1. Pendapat para ulama; antara lain:

a. Pendapat Ibn Qudamah:

K5 plas lfs gl it oo 2301 BB (S iR Jadey LRSI 33555
Fiy N 55 3 a3 5 5L 515 B335 <Dl 2al) (g L
oY @all) et wgd Janiy clBisall jaidl 4las day K5 1 Jad

(i‘/\ o A d G[Y N 2 uiq_u\aj‘ _)‘J I&)ALEJ‘] cdalad
“Akad taukil (wakalah) boleh dilakukan, baik dengan imbalan
maupun tanpa imbalan. Hal itu karena Nabi shallallahu ‘alaihi wa
alihi wa sallam pernah mewakilkan kepada Unais untuk
melaksanakan hukuman, kepada Urwah untuk membeli kambing,
dan kepada Abu Rafi’ untuk melakukan qabul nikah, (semuanya)
tanpa memberikan imbalan. Nabi pernah juga mengutus para
pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau

memberikan imbalan kepada mereka.” (Ibn Qudamah, al-Mughni,
[Kairo: Dar al-Hadis, 2004], juz 6, h. 468).

b. Pendapat Ibn Qudamah:
cay 40 530 e 409 L2003 & 5350 JuSsiN 3 (i3l & (5T o
g o[ ccansdl s i3,alal] (Aelud o sall) Aae & 563
(£Y. yo

“(Jika) muwakkil mengizinkan wakil untuk mewakilkan (kepada
orang lain), maka hal itu boleh; karena hal tersebut merupakan
akad yang telah diizinkan kepada wakil; oleh karena itu, ia boleh
melakukannya (mewakilkan kepada orang lain).” (Ibn Qudamabh,
al-Mughni, [Kairo: Dar al-Hadis, 2004], juz 6, h. 470).

¢. Pendapat Imam Syaukani ketika menjelaskan hadis Busr bin Sa’id:
) U5 33 5528 5T 40 5353 4N o538 ( O e 0305 Ul it
(0 YVige it Tk [Y.oo ‘ia._m\.‘x.“ J‘.} .SJALE.J‘] ‘QE}&.\JJU@Q\
“Hadis Busr bin Sa’id tersebut menunjukkan pula bahwa orang
yang melakukan sesuatu dengan niat tabarry’ (semata-mata
mencari pahala, dalam hal ini menjadi wakil) boleh menerima

imbalan. ”(Al-Syaukani, Nail al-Authar, [Kairo: Dar al-Hadits,
20001, j. 4, h. 527).

d. Pendapat Wahbah al-Zuhaili:
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a5 2l el ) 2l 6 sl Je 4 ey
(A% 5o o3l 2ang 5938l yolall 2T cDhalall)

“Umat sepakat bahwa wakalah boleh dilakukan karena
diperlukan. Wakalah sah dilakukan baik dengan imbalan maupun
tanpa imbalan.” (Wahbah al-Zuhaili, al-Mu’amalat al-Maliyyah
al-Mu’ashirah, [Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002], h. 89)

iy O s alf dile b0 Joo 201 88 3T g 5L 51 £
Gl s &N I 1315 . A3as @3F ey clBadall jaid) Allek
Gl Y o Nz ppadl) b ALeSE) nbla] AKS LASAD (Jak)

(£ 0A .o 0.7 (sl Aeag y5aSull dilaly oDl

“Wakalah sah dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa
imbalan, hal itu karena Nabi shallallahu ‘alaihi waalihi wasallam
pernah mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah
(zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka... Apabila
wakalah dilakukan dengan memberikan imbalan maka hukumnya
sama dengan hokum ijarah.” (Fath al-Qadir, juz 6, h. 2; Wahbah
al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, [Dimasyq: Dar al-Fikr,
2002], juz 5, h. 4058).

e. Pendapat AAOIFI No. 23, 4/4/1
3 a85e oY« JiS5H1 Aodlio 438 (o3l AIELL .85 s A0z (Y
s sligily @ ilF Sty Tl UL RSN 24555 55505 s gl

(EPWER KPP J 2y (PPEN T
“Pada dasarnya, dalam akad wakalah tidak ada batas waktu
berakhirnya tugas wakil, karena wakil dapat diberhentikan kapan
saja; akad wakalah boleh (juga) dibatasi periode/waktunya
apabila disepakati oleh kedua belah pihak, dan wakalah akan
berakhir secara otomatis dengan berakhirnya waktu tersebut.”
2. Fatwa-Fatwa DSN-MUI:

a. Fatwa DSN-MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah;

b. Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman
Umum Asuransi Syariah;

c. Fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-MUVIII/2006 tentang Akad

: Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah;

d. Fatwa DSN-MUI No: 52/DSN-MUI/I/2006 tentang Akad
Wakalah bi al-Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi

Syariah;
e. Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/II/2006 tentang Akad
Tabarru’ pada Asuransi Syariah;
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f. Fatwa DSN-MUI No. S81/DSN-MUVIII/2011  tentang
Pengembalian Kontribusi Tabarru’ bagi Peserta Asuransi yang
Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir;

g. Fatwa DSN-MUI No: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad
Wakalah bi al-Ujrah;

3. Rapat Konsinyering Bidang IKNB Syariah Badan Pelaksana Harian
DSN-MUI pada tanggal 17 — 18 Maret 2022 dan 7 — 8 Juni 2022 di
Cianjur.

4. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional-
Majelis Ulama Indonesia pada Kamis, tanggal 23 Dzulhijjah 1443 H

/23 Juni 2022 M.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PRODUK ASURANSI KESEHATAN BERDASARKAN PRINSIP
SYARIAH
Pertama : Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan yang
menyelenggarakan usaha asuransi umum syariah dan usaha asuransi
jiwa syariah, termasuk Unit Syariah sebagaimana dimaksud dalam
peraturan perundang-undangan.

2. Asuransi Kesehatan adalah jenis asuransi yang dikaitkan dengan
risiko keuangan berupa sebagian atau seluruh biaya perawatan seperti
biaya medis, bedah, obat, medical check-up dan sejenisnya atas
timbulnya risiko kesehatan atau penyakit.

3. Fasilitas Pelayanan Keschatan (Faskes) adalah suatu alat dan/atau
tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan
kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.

4. Pelayanan kesehatan promotif adalah pelayanan kesehatan berbentuk
edukasi kesehatan seperti penyuluhan kesehatan dan penyebaran
informasi kesehatan dalam bentuk poster, pamflet, leaflet, hingga
media elektronik seperti sosial media, radio dan televisi.

5. Pelayanan kesehatan preventif adalah pelayanan kesehatan yang
bertujuan untuk mencegah suatu penyakit, seperti imunisasi anak,
kegiatan senam sehat, cek kesehatan berkala dan kegiatan lain yang
dapat membantu mencegah penyakit.

6. Pelayanan kesehatan kuratif adalah pelayanan kesehatan terkait
pengobatan, rawat inap dan rawat jalan.

7. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah perawatan kesehatan yang
bertujuan untuk mengembalikan pasien ke dalam masyarakat hingga
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dapat beraktivitas dan berfungsi kembali sebagai anggota masyarakat
sesuai dengan kemampuannya.

8. Kapitasi adalah metode perhitungan wjrah untuk menentukan jumlah
dana yang diserahkan kepada Penyedia Faskes atas layanan jasa
kesehatan yang berupa tindakan promotif dan preventif (sebagai
objek ashalah) serta tindakan kuratif dan rehabilitatif (sebagai objek
taba’iyyah) berdasarkan jumlah peserta;

9. Fee for Service adalah metode pembayaran kepada Penyedia Faskes
yang dilakukan setelah pelayanan kesehatan diberikan.

10. Ekses Klaim adalah biaya perawatan yang dipakai oleh peserta
melebihi dari limit yang menjadi haknya sesuai manfaat yang
ditentukan dalam polis.

11. Pemegang Polis adalah Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan
perjanjian dengan Perusahaan Asuransi Syariah untuk mendapatkan
pelindungan atau pengelolaan atas risiko bagi peserta.

12. Peserta-Individu adalah setiap orang yang ikut program Asuransi
Kesehatan.

13. Peserta-Kolektif adalah kumpulan Peserta-Individu yang ikut
asuransi syariah.

14. Kontribusi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan
Asuransi Syariah dan disetyjui oleh Pemegang Polis untuk
dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi Syariah untuk
memperoleh manfaat dari Dana Tabarru’.

15. Akad Hibah adalah pemberian sejumlah dana dari Peserta-Individu
kepada Peserta-Kolektif, untuk saling tolong menolong (ta ‘awun).

16. Akad Kafalah adalah penjaminan kepada Peserta-Individu untuk
menanggulangi Ekses Klaim.

17. Akad Tijarah/Istitsmar adalah akad yang digunakan dalam
menginvestasikan kumpulan Dana Tabarru’.

18. Akad Jjarah adalah akad antara Perusahaan Asuransi Syariah sebagai
wakil Peserta Kolektif dengan Penyedia Faskes untuk melakukan
pelayanan kesehatan.

19. Akad Wakalah bi al-Ujrah adalah akad antara Peserta-Kolektif

- dengan Perusahaan Asuransi Syariah untuk kegiatan administrasi dan
kegiatan lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kedua : Ketentuan Hukum

Produk Asuransi Kesehatan diperbolehkan dengan syarat mengikuti
ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

Ketiga : Ketentuan Subyek Hukum
Para pihak yang terkait dengan Asuransi Kesehatan adalah:
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Pemegang Polis;
Peserta-Individu;
Peserta-Kolektif:
Perusahaan Asuransi Syariah; dan
Penyedia Faskes.

S

Keempat : Ketentuan Akad dalam Produk Asuransi Kesehatan

1. Akad antara Peserta-Individu dengan Peserta-Kolektif yang diwakili
Perusahaan Asuransi Syariah adalah Akad Hibah dalam rangka
saling menolong sesama peserta (ta ‘awun).

2. Akad antara Peserta-Kolektif dengan Perusahaan Asuransi Syariah
adalah akad wakalah bil ujrah.

3. Akad wakalah bil yjrah sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat
mencakup pemberian kuasa untuk:

a. Kegiatan administrasi;

b. Pengelolaan portofolio risiko;

c. Investasi Dana Tabarru’,

d. Pembayaran klaim; dan

e. Pemasaran (Promosi)/sosialisasi.

4. Akad antara Perusahaan Asuransi Syariah dan Penyedia Faskes yang
menggunakan sistem kapitasi adalah Akad Jjarah.

Kelima : Ketentuan Akad Ekses Klaim

1. Akad antara Peserta-Individu dan Perusahaan Asuransi Syariah
dalam penanggulangan Ekses Klaim adalah Akad Kafalah;,

2. Dalam hal Perusahaan Asuransi Syariah sebagai penjamin (kafil)
melakukan pambayaran pada saat terjadinya Ekses Klaim dengan
persetujuan Peserta-Individu sebagai terjamin (makful ‘anhu),
perusahaan berhak melakukan penagihan atas pembayaran yang

sudah dilakukannya.
3. Dana Tabarru’ tidak boleh digunakan untuk pembayaran Ekses
Klaim.
Keenam : Ketentuan Khusus Ujrah dan Tindakan

1. Objek Akad IJjarah antara Perusahaan Asuransi Syariah dengan
Penyedia Faskes terkait sistem kapitasi adalah tindakan promotif dan
preventif (sebagai objek ashalah), dan tindakan kuratif, rehabilitatif
serta konsultatif (sebagai objek taba ‘iyyah).

2. Objek Akad [jarah atas Fee for Service berupa ujrah dan tindakan
kuratif dan rehabilitatif (sebagai objek taba ‘iyyah).

3. Penanggulangan Ekses Klaim tidak boleh menggunakan Dana
Tabarru’;

Keenam : Ketentuan Penutup
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Penyelesaian sengketa wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku:
a. melalui musyawarah mufakat,
b. melalui lembaga penyelesaian sengketa, antara lain melalui Badan
Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dan Pengadilan Agama
apabila musyawarah mufakat tidak tercapai.

Ditetapkan di : Jakarta-
Pada Tanggal : 23 Dzulhijjah 1443 H
23 Juni 2022 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL-
MAJELIS ULAMA INDONESI%/

Sekretaris,

DR. K.H. MARSUDI SYUHUD, M.A DR. H. AMIRSYAH TAMBUNAN
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